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Abstrak	
	

Menurut	Pasal	1	ayat	(5)	UU	No.	20	Tahun	2016,	hak	merek	adalah	hak	eksklusif	yang	diberikan	
negara	 kepada	 pemilik	merek	 terdaftar	 untuk	 digunakan	 sendiri	 atau	 dengan	 izin	 pihak	 lain	 dalam	
jangka	waktu	tertentu.	Penelitian	ini	membahas	sengketa	merek	kosmetik	MS	GLOW	dan	PS	GLOW,	di	
mana	 Pasal	 3	 UU	 tersebut	 menegaskan	 bahwa	 hak	 merek	 diperoleh	 melalui	 pendaftaran	 di	 DJKI.	
Metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 yuridis	 normatif	 dengan	 analisis	 putusan	 Nomor	
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Sby	 dan	 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Mdn.	 Hasil	
penelitian	menunjukkan	bahwa	Pengadilan	Niaga	Medan	membatalkan	merek	PS	GLOW	karena	dinilai	
beritikad	tidak	baik	dengan	membonceng	ketenaran	MS	GLOW,	sementara	Pengadilan	Niaga	Surabaya	
mengakui	hak	PS	GLOW.	Putusan	Surabaya	kemudian	dibatalkan	oleh	Mahkamah	Agung	melalui	kasasi	
No.	161	K/Pdt.Sus-HKI/2023	yang	memberikan	perlindungan	kepada	MS	GLOW	sebagai	merek	yang	
lebih	 dulu	 dikenal	 di	 pasar.	 Disarankan	 agar	 DJKI	 memperketat	 pemeriksaan	 pendaftaran	 merek,	
khususnya	terkait	itikad	tidak	baik	dan	kesamaan	pada	pokoknya.	

Kata	 Kunci:	 Sengketa	 Merek,	 Merek	 Dagang,	 Pertimbangan	 Hakim,	
Perlindungan	Hukum.	

	
Abstract	

	
Article	 1	 paragraph	 (5)	 of	 Law	No.	 20	 of	 2016	 defines	 trademark	 rights	 as	 the	 exclusive	 rights	

granted	by	the	state	to	registered	trademark	owners	for	their	own	use	or	by	granting	permission	to	others	
for	a	specific	period.	This	study	examines	the	trademark	dispute	between	the	cosmetic	brands	MS	GLOW	
and	PS	GLOW,	where	Article	3	affirms	that	trademark	rights	are	acquired	through	registration	with	the	
Directorate	 General	 of	 Intellectual	 Property	 (DJKI).	 Using	 a	 normative	 juridical	 method,	 the	 research	
analyzes	 court	 decisions	 No.	 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Sby	 and	 No.	
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Mdn.	 The	 findings	 show	 that	 the	 Medan	 Commercial	 Court	
canceled	PS	GLOW’s	trademark,	citing	bad	faith	for	exploiting	MS	GLOW’s	popularity,	while	the	Surabaya	
Commercial	Court	upheld	PS	GLOW’s	rights.	The	Surabaya	decision	was	later	overturned	by	the	Supreme	
Court	in	cassation	No.	161	K/Pdt.Sus-HKI/2023,	granting	protection	to	MS	GLOW	as	a	brand	previously	
recognized	 in	 the	 market.	 It	 is	 recommended	 that	 DJKI	 tighten	 trademark	 application	 examinations,	
particularly	regarding	bad	faith	and	substantial	similarity.	
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1. PENDAHULUAN	

Merek	sebagai	salah	satu	bagian	dari	hak	Kekayaan	Intelektual,	memiliki	peran	

yang	penting	dalam	melancarkan	dan	meningkatkan	perdagangan	barang	atau	jasa	

di	 Indonesia.1	 Pengaturan	merek	di	dalam	Undang-Undang	Nomor	20	Tahun	2016	

Tentang	 Merek	 dan	 Indikasi	 Geografis	 (UUMIG)	 menegaskan	merek	 adalah	 tanda	

yang	dapat	ditampilkan	secara	grafis	berupa	gambar,	logo,	nama,	kata,	huruf,	angka,	

susunan	warna,	dalam	bentuk	2	dimensi	dan/atau	3	dimensi,	suara,	hologram,	atau	

kombinasi	 dari	 2	 atau	 lebih	 unsur	 tersebut	 untuk	membedakan	 barang	dan/atau	

jasa	 yang	 diproduksi	 oleh	 orang	 atau	 badan	 hukum	 dalam	 kegiatan	 perdagangan	

barang	dan/atau	jasa.2	

Hak	Kekayaan	Intelektual	biasa	disebut	juga	sebagai	Intellectual	Property	(Hak	

Milik	 Intelektual)	 adalah	 hak	 atas	 kekayaan	 yang	 berasal	 dari	 karya	 intelektual	

manusia,	 yaitu	 hak	 yang	 berasal	 dari	 hasil	 kreatif	 yaitu	 kemampuan	 daya	 pikir	

manusia	 yang	 diekspresikan	dalam	berbagai	 bentuk	 karya,	 yang	 bermanfaat	 serta	

berguna	untuk	menunjang	kehidupan	 sehari-hari.3	 Dalam	kerangka	Hak	Kekayaan	

Intelektual,	 yang	 mendapat	 perlindungan	 hukum	 adalah	 Hak-nya,	 sedangkan	

jelmaan	 dari	 Hak	 tersebut	 yang	 berupa	 benda	 secara	 fisik	 atau	 benda	 berwujud	

(benda	materil).4	

Pasal	 1	 ayat	 (5)	 Undang-Undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2016	 tentang	Merek	 dan	

Indikasi	Geografis	menyebutkan	bahwa	Hak	atas	merek	adalah	hak	eksklusif	 yang	

diberikan	oleh	negara	kepada	pemilik	merek	terdaftar	untuk	jangka	waktu	tertentu	

dengan	menggunakan	 sendiri	merek	 tersebut	 atau	memberikan	 izin	 kepada	pihak	

lain	 untuk	 menggunakannya.	 Merek	 juga	 merupakan	 suatu	 alat	 yang	 digunakan	

untuk	 membedakan	 barang	 dan	 jasa	 yang	 diproduksi	 oleh	 suatu	 perusahaan,	

	
1	 Meli	 Hertati	 Gultom.	 "Perlindungan	 Hukum	 Bagi	 Pemegang	 Hak	Merek	 Terdaftar	 Terhadap	

Pelanggaran	Merek."	Warta	Dharmawangsa	56,	no.	1	(2018):	1-12.	
2	Yulia.	"Sosialisasi	dan	Penyuluhan	Hukum	Model	Penguatan	Industri	Kecil	Menengah	Melalui	

Pendaftaran	Merek	Di	Kabupaten	Aceh	Utara."	Jurnal	Malikussaleh	Mengabdi	3,	no.	1	(2024):	184.	
3	 Baskoro	 Suryo	 Banindro.	 Implementasi	Hak	Kekayaan	 Intelektual	 (Hak	 Cipta,	Merek,	 Paten,	

Desain	Industri)	Seni	Rupa,	Kriya	dan	Desain.	BP	ISI	Yogyakarta,	2015,	hlm.	2	
4	M.	Citra	Ramadhan,	dkk,	Buku	Ajar	Hak	Kekayaan	Intelektual,	Universitas	Medan	Area	Press,	

Sumatera	Utara,	2023,	hlm.	1.	
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dengan	 maksud	 untuk	 menunjukkan	 ciri	 dan	 asal	 usulnya	 (Indication	 of	 Origin)	

suatu	 barang	 atau	 jasa	 yang	 sekaligus	 menjadi	 pembeda	 bagi	 barang-barang	 dan	

jasa-jasa	 yang	 lain.5 Selain	 dari	 itu	 pemberian	merek	 dapat	menunjukkan	 kualitas	

dari	 barang	dan	 jasa.	Tetapi	dalam	praktiknya	 ataupun	dalam	kenyataannya	 tidak	

jarang	 terjadi	 perbuatan	 melawan	 hukum	 yang	 dilakukan	 terhadap	 hak	 merek	

barang	 terdaftar	 sehingga	 bentuk	 usaha	 persaingan	 yang	 tidak	 jujur,	 pemalsuan	

atau	pemakaian	merek	tanpa	hak	terhadap	merek-merek	tertentu.6	

Pasal	1	ayat	(2,	3	dan	4)	Undang-Undang	Nomor	20	Tahun	2016	tentang	Merek	

dan	 Indikasi	 Geografis,	 menyebutkan	 merek	 dapat	 dibedakan	 menjadi	 beberapa	

jenis	 yaitu	 merek	 dagang,	 merek	 jasa	 dan	 merek	 kolektif.	 Merek	 dagang	 adalah	

merek	 yang	 digunakan	 pada	 barang	 yang	 diperdagangkan	 seseorang	 atau	 badan	

hukum	 untuk	 membedakan	 dengan	 barang	 lain.7 Merek	 jasa	 adalah	 merek	 yang	

digunakan	pada	jasa	yang	diperdagangkan	oleh	seseorang	atau	badan	hukum	untuk	

membedakan	dengan	jasa	yang	lain.8 Sedangkan	merek	kolektif	adalah	merek	dagang	

barang	 atau	 jasa	 yang	 digunakan	 secara	 bersama-sama	 oleh	 beberapa	 orang	 atau	

badan	 hukum	dalam	perdagangan.9 Berdasarkan	 beberapa	 jenis	merek	 yang	 telah	

disebutkan	diatas	maka	penulis	ingin	mengkaji	terkait	merek	dagang.	

Pasal	 2	 ayat	 (3)	 Undang-Undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2016	 tentang	Merek	 dan	

Indikasi	 Geografis,	 menyebutkan	 bahwa	merek	 yang	 dilindungi	 terdiri	 atas	 tanda	

berupa	gambar,	 logo,	 nama,	 kata,	 huruf,	 angka,	 susunan,	warna	dalam	bentuk	dua	

dimensi	dan	atau	tiga	dimensi,	suara,	hologram,	atau	kombinasi	dari	dua	atau	lebih	

unsur	 tersebut	 untuk	 membedakan	 barang	 dan/jasa	 yang	 diproduksi	 orang	 atau	

badan	hukum	dalam	kegiatan	perdagangan	barang	dan/jasa.	

Merek	 akan	 mendapatkan	 perlindungan	 hukum	 sejak	 tanggal	 penerimaan	

permohonan	 pendaftaran.	 Pelindungan	 merek	 di	 Indonesia	 menganut	 sistem	

	
5	 Insan	 Budi	 Maulana.	 Perlindungan	 Merek	 Terkenal	 di	 Indonesia	 Dari	 Masa	 Ke	 Masa.	 Citra	

Aditya	Bakti,	Bandung,	2018,	hlm	23.	
6	Meli	Hartati	Gultom.	Op.	Cit,	hlm.	2.	
7	Hery	Firmansyah.	Perlindungan	Hukum	Terhadap	Merek.	MediaPressindo,	Yogyakarta,	2013,	

hlm.	12.	
8	Debby	Marthalia.	Perlindungan	Hukum	Terhadap	HKI.	Cendikia	Mulia	Mandiri,	Medan,	2022,	

hlm.	24.	
9	 Insan	 Budi	Maulana.	 Sukses	 Bisnis	Melalui	 Merek,	 Paten	 dan	 Hak	 Cipta.	 Citra	 Aditya	 Bakti,	

Bandung,	2020,	hlm.	11	
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konstitutif	 atau	 pendaftar	 pertama	 (first	 to	 file	 principle).10	 Adapun	 maksud	 dari	

pendaftar	 pertama	 tersebut	 adalah	 permohonan	 yang	 diajukan	 telah	 memenuhi	

persyaratan	minimum	sebagaimana	disebutkan	dalam	Pasal	13	Undang-Undang	No.	

20	 Tahun	 2016	 tentang	 Merek	 dan	 Indikasi	 Geografis.	 Pemohon	 yang	

permohonannya	 diajukan	 lebih	 dahulu	 dan	 terdaftar	 lebih	 dahulu,	 maka	

perlindungan	hak	atas	mereknya	tersebut	mulai	berlaku	sejak	tanggal	penerimaan.	

Hak	atas	merek	yang	 terdaftar	mendapat	pelindungan	hukum	untuk	 jangka	waktu	

10	 (sepuluh)	 tahun	 sejak	 tanggal	 penerimaan	 dan	 perlindungannya	 dapat	 di	

perpanjang	untuk	jangka	waktu	yang	sama.11	

Berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	Raudhatul	Jannah,	

dengan	 judul	 “Perlindungan	 Hukum	 Bagi	 Pelaku	 Usaha	 Tentang	 Sertifikasi	 Halal	

Pada	Produk	Usaha	Mikro	Kecil	Dan	Menengah”.	Hasil	penelitian	menyatakan	bahwa	

pelaku	 usaha	 UMKM	 yang	 memasarkan	 produknya	 tanpa	 label	 halal	 dibenarkan	

oleh	 disperindagkop	 dan	 UKM	 berdasarkan	 aturan	 yang	 berlaku,	 dengan	 syarat	

para	 pelaku	 usaha	 tersebut	 memiliki	 izin	 edar	 dari	 PIRT.	 Artinya	 bahwa	

perlindungan	hukum	terhadap	pelaku	usaha	ini	sudah	terjamin	dengan	adanya	izin	

PIRT.12	

Selanjutnya,	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	

Novita,	 dengan	 judul	 “Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Pemegang	 Hak	 Atas	 Merek	

Terdaftar	 (Studi	 Penelitian	 Di	 Kota	 Banda	 Aceh)”.	 Hasil	 penelitian	 menyatakan	

bahwa	upaya	mengatasi	perlindungan	hukum	 terhadap	pemegang	hak	atas	merek	

terdaftar	 yang	 dapat	 ditempuh	 oleh	 pemegang	 merek	 terdaftar	 dengan	 caranon	

litigasi	atau	disebut	dengan	penyelesaian	sengketa	atau	secara	kekeluargaan.	Disisi	

lain,	 Kemenkumham	 Aceh	 juga	 seharusnya	 ikut	 adil	 dalam	 pertanggung	 jawaban	

atas	 adanya	 merek	 yang	 sama-sama	 terdaftar	 tersebut,	 akan	 tetapi	 mengenai	

pertanggungjawaban	 hukum	 kemenkumham	 Aceh	 atas	 pendaftaran	 merek	 tidak	

diatur	secara	jelas	di	dalam	Undang-Undang	Merek.13	

	
10	Khoirul	Hidayah.	Hukum	Hak	Kekayaan	Intelektual.	Setara	Press,	Jakarta,	2017,	hlm.	54.	
11	Bernadete	Nurmawati.	Hukum	Merek.	Mega	Press	Nusantara,	Bandung,	2024,	hlm.	9.	
12	 Raudhatul	 Jannah,	 “Perlindungan	Hukum	Bagi	 Pelaku	Usaha	Tentang	 Sertifikasi	Halal	 Pada	

Produk	Usaha	Mikro	Kecil	Dan	Menengah”,	Skripsi,	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	2024	
13	 Novita,	 “Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Pemegang	 Hak	 Atas	 Merek	 Terdaftar	 (Studi	

Penelitian	Di	Kota	Banda	Aceh)”,	Skripsi	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	2024.	
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Selanjutnya,	berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	Dara	

Salsabila	 Allysa	 Gani,	 dengan	 judul	 “Analisis	 Putusan	 Hakim	 Perkara	 No	

2/Pdt.Sushki/2022/Pniagasby	 Tentang	 Sengketa	 Merek	 Dagang	 Antara	 Ms	 Glow	

Dan	Ps	Glow”.	Hasil	 penelitian	menyatakan	bahwa	putusan	yang	dikeluarkan	oleh	

Pengadilan	Niaga	Surabaya	tentunya	dengan	mempertimbangkan	banyak	hal	karena	

putusan	yang	dikeluarkan	memiliki	kekuatan	hukum	yang	tetap.	Meskipun	Ms	Glow	

berdirinya	lebih	awal	dari	pada	Ms	Glow.	Namun	status	pendaftaran	merek	dagang	

yang	 menjadi	 pertimbangan	 dasar	 hakim	 memutuskan	 Ps	 Glow	 menang	 dalam	

gugatan	tersebut.	Ms	Glow	yang	berdiri	sejak	tahun	2013	mendaftarkan	hak	merek	

dagang	sebagai	minuman	serbuk.	Sedangkan	Ps	Glow	yang	berdiri	ditahun	2021	dan	

terbilang	muda	statusnya	tercatat	di	HKI	for	Cantik	Skincare.14	

Selanjutnya,	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	

Albert	 Renaldi	 Tambunan,	 dengan	 judul	 “Perlindungan	 Hukum	 Pemegang	 Merek	

Akibat	 Pembatalan	 Merek	 Oleh	 Direktorat	 Merek	 Dan	 Indikasi	 Geografis”.	 Hasil	

penelitian	menyatakan	 bahwa	 akibat	 hukum	 yang	 timbul	 dari	 pembatalan	merek	

adalah	 poncoretan	 merek	 tersebut	 dari	 Daftar	 Umum	 Merek	 Direktorat	 Jenderal	

Kekayaan	 Intelektual	 yang	 mengakibatkan	 berakhirnya	 perlindungan	 terhadap	

merek	 tersebut,	 selain	 berakhirnya	 perlindungan	 terhadap	 merek	 tersebut,	

berakibat	 juga	pada	penerima	 lisensi,	 yang	mana	perjanjian	 lisensi	 tersebut	harus	

juga	 dianggap	 telah	 berakhir.	 Lebih	 lanjut	 pembatalan	merek	 juga	 berakibat	 pada	

kerugian	 bagi	 pemegang	 merek	 yang	 dibatalkan,	 dimana	 kerugian	 ini	 meliputi	

kerugian	materiil	dan	juga	kerugian	immateriil.15	

Perbedaan	 antara	 seluruh	 penelitian	 terdahulu	 dengan	 penelitian	 ini	 adalah	

penelitian	ini	spesifik	membandingkan	Putusan	No	2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/	PN.	

Niaga	Sby	dan	No.	2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.	Niaga	Mdn,	sedangkan	penelitian	

terdahulu	 membahas	 aspek	 berbeda	 yaitu	 sertifikasi	 halal	 UMKM	 (Raudhatul	

Jannah),	penyelesaian	sengketa	merek	di	Banda	Aceh	(Novita),	analisis	putusan	MS	

Glow	vs.	PS	Glow	(Dara	Salsabila),	dan	dampak	pembatalan	merek	oleh	Direktorat	

	
14	 Dara	 Salsabila	 Allysa	 Gani,	 “Analisis	 Putusan	 Hakim	 Perkara	 No	

2/Pdt.Sushki/2022/Pniagasby	Tentang	Sengketa	Merek	Dagang	Antara	Ms	Glow	Dan	Ps	Glow”,	Skripsi,	
Fakultas	Hukum	Universitas	Batanghari	Jambi,	2023	

15	Albert	Renaldi	Tambunan,	“Perlindungan	Hukum	Pemegang	Merek	Akibat	Pembatalan	Merek	
Oleh	Direktorat	Merek	Dan	Indikasi	Geografis”,	Skripsi	Fakultas	Hukum	Universitas	Negeri	Semarang,	
2020.	
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Merek	(Albert	Renaldi).	Fokus	utama	penelitian	ini	adalah	perlindungan	hukum	bagi	

pemegang	hak	merek	dalam	kasus	pembatalan	merek	dagang.	

Permohonan	 untuk	 pendaftaran	merek	harus	 tunduk	 pada	 peraturan	 terkait	

mengenai	penggunaan	merek,	yang	dapat	mencakup	atau	mengacu	pada	spesifikasi	

tertentu	 mengenai	 barang	 atau	 jasa	 dan	 cara	 bagaimana	 merek	 tersebut	 dapat	

digunakan.16 Pemeriksa	 harus	 memverifikasi	 bahwa	 peraturan	 penggunaan	 telah	

ditaati	dan	meninjau	peraturan	yang	harus	dipenuhi	masuk	akal	berdasarkan	tujuan	

dari	 tanda.17	 Pemeriksaan	 Kelengkapan	 Persyaratan	 Pendaftaran	 Merek	 diatur	

dalam	 Pasal	 11	 ayat	 (1)	 Undang-Undang	 No.	 20	 Tahun	 2016	 tentang	 Merek	 dan	

Indikasi	 Geografis	 yang	 menyebutkan	 bahwa	 Permohonan	 diajukan	 dengan	

memenuhi	 semua	 kelengkapan	 persyaratan	 pendaftaran	 merek	 sebagaimana	

dimaksud	 dalam	 Pasal	 4,	 Pasal	 5,	 Pasal	 6,	 Pasal	 7,	 Pasal	 9,	 dan	 Pasal	 10	 Undang-	

Undang	No.	20	Tahun	2016	tentang	Merek	dan	Indikasi	Geografis.	

Adapun	 salah	 satu	 syarat	 pendaftaran	 merek	 yaitu	 permohonan	 diajukan	

dengan	mengisi	 formulir	rangkap	dua	dalam	bahasa	 Indonesia	oleh	Pemohon	atau	

Kuasanya	kepada	Menteri,	paling	sedikit	memuat:	

a) Tanggal,	bulan,	dan	tahun	Permohonan;	
b) Nama	lengkap	kewarganegaraan,	dan	alamat	Pemohon;	
c) Nama	lengkap	dan	alamat	kuasa	jika	permohonan	diajukan	melalui	

Kuasa;		
d) Nama	negara	dan	tanggal	permintaan	merek	yang	pertama	kali	dalam	

hal	Permohonan	diajukan	dengan	hak	prioritas;	
e) Label	merek.	

	
Merek	 harus	 didaftarkan	 di	 Direktorat	 Jenderal	 Kekayaan	 Intelektual	

Departemen	 Kementrian	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	 Indonesia.	

Pemberian	hak	atas	merek	tidak	dapat	diberikan	apabila	ketentuan-ketentuan	yang	

diatur	 dalam	 undang-undang	 tidak	 dipenuhi,	 merek	 yang	 dimohonkan	

pendaftarannya	 jelas	 tidak	 akan	 diterima	 oleh	 Direktorat	 Jenderal	 Kekayaan	

Intelektual.18 Bagi	 orang	 yang	 mendaftarkan	 mereknya	 terdapat	 suatu	 kepastian	

	
16	Baskoro	Suryo	Banindro,	 Implementasi	Hak	Kekayaan	 Intelektual	 (Hak	Cipta,	Merek,	Paten,	

Desain	Industri)	Seni	Rupa,	Kriya	dan	Desain,	Penerbit,	BP	ISI,	Yogyakarta,	2015,	hlm.	36.	
17	 Sekretariat	 ASEAN,	 Pedoman	 Umum	 Untuk	 Pemeriksaan	 Substantif	 Merek	 Dagang	 (Edisi	

Kedua),	Sekretariat	ASEAN,	Jakarta,	2020,	hlm.	168	
18	Sentosa	Sembiring,	Prosedur	Dan	Tata	Cara	Memperoleh	Hak	Kekayaan	Intelektual	Di	Bidang	

Hak	Cipta	Paten	Dan	Merek.	Yrama	Widya,	Margaasih,	2002,	hlm.	44	
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hukum	bahwa	dialah	yang	berhak	atas	merek	tersebut.19	

Kasus	 merek	 kosmetik	 PS	 GLOW	 dengan	 MS	 GLOW	 dalam	 Putusan	 Nomor	

2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Sby,	 yang	 melibatkan	 antara	 PT	 PSTORE	

GLOW	BERSINAR	INDONESIA	(PGBI)	milik	Putra	Siregar	melawan	PT	KOSMETIKA	

GLOBAL	 INDONESIA	 (PKGI)	 dengan	 PT	 KOSMETIKA	 CANTIK	 INDONESIA	 (PKCI)	

milik	Shandy	Purnamasari.	

Shandy	 Purnamasari	 yang	 merupakan	 pendaftar	 dan	 pengguna	 pertama	

merek	 dagang	 MS	 GLOW	 dalam	 putusan	 nomor	 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN	

Niaga	Mdn	melakukan	pengajuan	gugatan	kepada	Putra	Siregar	sebagai	pihak	yang	

memiliki	 merek	 dagang	 PS	 GLOW	 pada	 tanggal	 15	 Maret	 2022	 pada	 Pengadilan	

Niaga	Medan.	Shandy	Purnamasari	mengajukan	gugatan	kepada	Putra	Siregar	atas	

dugaan	 adanya	 kesamaan	 atau	 peniruan	 merek	 dagang	 PS	 GLOW	 terhadap	 MS	

GLOW.	

Dalam	 putusan	 Pengadilan	 Niaga	 Medan	 tersebut	 hakim	menimbang	 bahwa	

pihak	 Shandy	 Purnamasari	 atau	 disebut	 sebagai	 penggugat	 dinyatakan	 menang	

dalam	gugatan	sengketa	merek	tersebut	dan	menyatakan	batal	pendaftaran	merek	

atas	 nama	 tergugat	 yaitu	 Putra	 Siregar	 karena	 pengadilan	 menilai	 berdasarkan	

prinsip	 “first	 to	 file”	 dalam	 hukum	 merek	 Indonesia,	 yang	 berarti	 pihak	 yang	

pertama	 kali	 mendaftarkan	 merek	 memiliki	 hak	 eksklusif	 atas	 merek	 tersebut.	

Pengadilan	 menemukan	 bahwa	 MS	 GLOW	 telah	 mendaftarkan	 mereknya	 lebih	

dahulu	dibanding	PS	GLOW.	Selain	itu,	pengadilan	menilai	terdapat	kesamaan	pada	

inti	 nama	 merek	 dagang	 antara	 MS	 GLOW	 dengan	 PS	 GLOW,	 yang	 dapat	

menimbulkan	kebingungan	di	kalangan	konsumen.	

Pihak	 Putra	 Siregar	 selaku	 pemilik	 merek	 dagang	 PS	 GLOW	 kemudian	

melakukan	 pengajuan	 gugatan	 balik	 terhadap	 MS	 GLOW	 di	 Pengadilan	 Niaga	

Surabaya	 pada	 tanggal	 12	 April	 2022,	 bernomor	 putusan	 2/Pdt.Sus-	

HKI/Merek/2022/PN	 Niaga	 Sby.	 Putusan	 yang	 dikeluarkan	 Majelis	 Hakim	 pada	

Pengadilan	Niaga	Surabaya	menyatakan	pihak	Putra	Siregar	memiliki	hak	eksklusif	

atas	penggunaan	merek	dagang	PS	GLOW	dan	merek	dagang	PSTORE	GLOW	yang	

terdaftar	 pada	 DJKI	 untuk	 jenis	 golongan	 barang/jasa	 kelas	 3	 (kosmetik).	

	
19	Bela	Sukma	Tri	Nanda,	“Analisis	Putusan	Mahkamah	Agung	Nomor	576	K/Pdt	Sus-	Hki	2020	

Tentang	Pemegang	Hak	Merek	Geprek	Bensu”,	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	6,	no,	4	(2023):	4	
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Menyatakan	 pihak	 Shandy	 Purnamasari	 secara	 tanpa	 hak	 dan	 melawan	 hukum	

menggunakan	 merek	 dagang	 MS	 GLOW	 yang	 memiliki	 kesamaan	 pada	 pokoknya	

dengan	merek	dagang	PS	GLOW	dan	merek	dagang	PSTORE	GLOW	yang	digunakan	

Putra	Siregar.	

Pihak	MS	GLOW	merasa	putusan	Pengadilan	Niaga	Surabaya	nomor	2/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2022/PN	 Niaga	 Sby	 ini	 tidak	 adil,	 mengingat	 mereka	 telah	

mendaftarkan	 merek	 MS	 GLOW	 pada	 tahun	 2016,	 sementara	 PS	 GLOW	 baru	

terdaftar	 pada	 tahun	 2021.	 Kuasa	 hukum	 MS	 GLOW,	 Arman	 Hanis,	 menyatakan	

bahwa	 fakta	 hukum	 ini	 diabaikan	 oleh	 hakim,	 dan	 mempertanyakan	 bagaimana	

mungkin	 MS	 GLOW	 meniru	 sesuatu	 yang	 belum	 ada.	 Kemudian	 MS	 GLOW	

mengajukan	 kasasi	 ke	 Mahkamah	 Agung	 dengan	 nomor	 putusan	 161	 K/Pdt.Sus-	

HKI/2023	sebagai	upaya	hukum	 lanjutan	atas	putusan	Pengadilan	Niaga	Surabaya	

sebelumnya	yang	di	anggap	merugikan	kepentingan	mereka.	

Dalam	 putusan	 kasasi	 Nomor	 161	 K/Pdt.Sus-HKI/2023	 Mahkamah	 Agung	

menerima	 eksepsi	 para	 pemohon	 kasasi	 yang	 menyatakan	 gugatan	 penggugat	 di	

tingkat	pertama	tidak	jelas	dan	kabur	(obscuur	libel).	Mahkamah	Agung	menyatakan	

gugatan	 termohon	kasasi	 (penggugat	 awal)	 tidak	dapat	diterima	 (niet	 ontvankelijk	

verklaard),	 sehingga	 seluruh	 amar	 putusan	 Pengadilan	 Niaga	 Surabaya	 menjadi	

batal.	 Mahkamah	 Agung	 mengabulkan	 gugatan	 balik	 (rekonvensi)	 dari	 pihak	

pemohon	kasasi	yang	menegaskan	hak	atas	merek	mereka	serta	menetapkan	ganti	

rugi	materiil	dan	 immateriil	yang	harus	dibayar	oleh	termohon	kasasi.	Putusan	 ini	

menunjukkan	 bahwa	 Mahkamah	 Agung	 menilai	 ada	 kekeliruan	 dalam	 penerapan	

hukum	oleh	Pengadilan	Niaga	Surabaya	sehingga	putusan	di	 tingkat	pertama	tidak	

dapat	dipertahankan.	

Di	 sisi	 lain,	 PS	 GLOW	 juga	 mengajukan	 kasasi	 ke	 Mahkamah	 Agung	 dengan	

putusan	nomor	160	K/Pdt.Sus-HKI/2023	karena	putusan	Pengadilan	Niaga	Medan	

Nomor	 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN	 Niaga	 Mdn	 memenangkan	 MS	 GLOW,	

membatalkan	 merek	 PS	 GLOW	 dan	 mewajibkan	 mereka	 membayar	 ganti	 rugi	

sebesar	Rp60	Miliar.	Dari	sudut	pandang	PS	GLOW,	putusan	 ini	merugikan	karena	

mereka	merasa	memiliki	hak	untuk	tetap	menggunakan	mereknya.	

Namun,	 dalam	 putusan	 kasasi	 nomor	 160	 K/Pdt.Sus-HKI/2023	 Mahkamah	
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Agung	 menilai	 bahwa	 Pengadilan	 Niaga	 Medan	 telah	 tepat	 dalam	 menerapkan	

hukum.	 Mahkamah	 Agung	 menegaskan	 bahwa	 PT.	 Kosmetika	 Global	 Indonesia	

adalah	pihak	yang	pertama	kali	mendaftarkan	merek	“MS	GLOW”	pada	tahun	2016,	

sementara	 PT.	 PStore	 Glow	 Bersinar	 Indonesia	 baru	 mendaftarkan	 merek	 “PS	

GLOW”	 pada	 tahun	 2021.	 Berdasarkan	 prinsip	 “first	 to	 file”	 yang	 dianut	 dalam	

Undang-Undang	 Merek	 Indonesia,	 pihak	 yang	 pertama	 kali	 mendaftarkan	 merek	

memiliki	hak	eksklusif	atas	merek	 tersebut.	Mahkamah	Agung	 juga	menilai	bahwa	

terdapat	kesamaan	pada	pokoknya	antara	kedua	merek	yang	dapat	membingungkan	

konsumen.	Oleh	karena	itu,	Mahkamah	Agung	menyatakan	bahwa	gugatan	dari	PT.	

Kosmetika	Global	Indonesia	beralasan	hukum,	dan	menolak	permohonan	kasasi	dari	

PT.	PStore	Glow	Bersinar	Indonesia.	

	
2. METODE	PENELITIAN	
	

Penelitian	 ini	menggunakan	pendekatan	yuridis	normatif	dengan	menganalisis	

putusan	 Pengadilan	 Niaga	 Surabaya	 No.	 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Sby	

dan	 Pengadilan	 Niaga	 Medan	 No.	 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Mdn.	 Data	

sekunder	 mencakup	 bahan	 hukum	 primer	 seperti	 UU	 No.	 20	 Tahun	 2016	 tentang	

Merek	 dan	 Indikasi	 Geografis,	 Permenkumham	 No.	 12	 Tahun	 2021,	 serta	 putusan	

Mahkamah	 Agung	 No.	 160	 K/Pdt.Sus-HKI/2023	 dan	 No.	 161	 K/Pdt.Sus-HKI/2023.	

Data	 dikumpulkan	melalui	 inventarisasi	 peraturan,	 studi	 kepustakaan,	 dan	 analisis	

dokumen,	 kemudian	 dianalisis	 secara	 yuridis	 normatif	 menggunakan	 penalaran	

deduktif	dengan	kajian	norma	hukum	dan	penafsiran	sistematis.	

	
3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	

3.1 Perlindungan	 Hukum	 Bagi	 Pemegang	 Hak	 Merek	 Dagang	 atas	
Pembatalan	 Merek	 Dagang	 dalam	 Putusan	 Nomor:	 2/Pdt.Sus.HKI/	
Merek/2022/	 PN.	 Niaga	 Sby	 Dengan	 Nomor:	 2/Pdt.Sus.HKI/	
Merek/2022/PN.Niaga	Mdn	

Perlindungan	 hukum	 bagi	 pemegang	 hak	 merek	 dagang	 dalam	 kasus	

pembatalan	 merek	 dagang	 sebagaimana	 diputuskan	 dalam	 Putusan	 Nomor:	

2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Sby	 dan	 Putusan	 Nomor:	

2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Mdn	 didasarkan	 pada	 prinsip	 pendaftaran	

merek	 yang	 dianut	 oleh	 sistem	 hukum	 Indonesia,	 yaitu	 sistem	 konstitutif	 (first	 to	



PERLINDUNGAN	 HUKUM	 BAGI	 PEMEGANG	 HAK	 MEREK	 DAGANG	 ATAS	 PEMBATALAN	
MEREK	 DAGANG	 (Studi	 Putusan	 No	 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Sby	 dan	 No	
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	Mdn)	
Muliani,	Yulia,	Sofyan	Jafar	|	DOI:	https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21464		
Vol.	8,	No.	2,	(April)	2025	
	

	
	

196	

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		
	

file).	Sistem	ini	menyatakan	bahwa	hak	atas	merek	hanya	diperoleh	setelah	merek	

tersebut	 didaftarkan	 secara	 resmi	 pada	 Direktorat	 Jenderal	 Kekayaan	 Intelektual	

(DJKI)	Kementerian	Hukum	dan	HAM	RI.	Dalam	kasus	ini,	PT	Pstore	Glow	Bersinar	

Indonesia	yang	telah	mendaftarkan	merek	"PS	GLOW"	dan	"PSTORE	GLOW"	diakui	

sebagai	 pemegang	 hak	 eksklusif	 atas	 merek	 tersebut,	 sebagaimana	 ditegaskan	

dalam	putusan	Pengadilan	Niaga	Surabaya.	

Putusan	 ini	menegaskan	bahwa	pemegang	hak	merek	memiliki	perlindungan	

hukum	 yang	 kuat	 terhadap	 penggunaan	 tanpa	 izin	 oleh	 pihak	 lain	 yang	memiliki	

kemiripan	dengan	merek	terdaftar.	PT	Kosmetika	Cantik	Indonesia,	sebagai	pemilik	

merek	"MS	GLOW",	dinyatakan	telah	melakukan	pelanggaran	merek	karena	merek	

tersebut	 memiliki	 kesamaan	 pada	 pokoknya	 dengan	 "PS	 GLOW"	 dan	 "PSTORE	

GLOW".	Majelis	 Hakim	 dalam	 putusannya	menegaskan	 bahwa	 penggunaan	merek	

yang	 serupa	 tanpa	 hak	merupakan	 perbuatan	melawan	 hukum	 dan	 bertentangan	

dengan	 Undang-Undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2016	 tentang	 Merek	 dan	 Indikasi	

Geografis	(UU	MIG),	khususnya	Pasal	21	ayat	(1)	dan	Pasal	83	ayat	(1).	

Dalam	 pertimbangan	 hukumnya,	 Majelis	 Hakim	 menegaskan	 bahwa	

pendaftaran	 merek	 memberikan	 hak	 eksklusif	 kepada	 pemiliknya,	 yang	 berarti	

hanya	 pemilik	 merek	 terdaftar	 yang	 berhak	 menggunakan,	 melisensikan,	 atau	

memberikan	 izin	 penggunaan	 kepada	 pihak	 lain.	 Tidak	 adanya	 perjanjian	 lisensi	

antara	 PT	 Pstore	 Glow	 Bersinar	 Indonesia	 dan	 PT	 Kosmetika	 Cantik	 Indonesia	

memperkuat	 kesimpulan	 bahwa	 penggunaan	 merek	 "MS	 GLOW"	 oleh	 tergugat	

adalah	pelanggaran	hak	merek	yang	sah.	Oleh	karena	itu,	berdasarkan	putusan	ini,	

PT	 Pstore	 Glow	 Bersinar	 Indonesia	 berhak	 mendapatkan	 perlindungan	 hukum	

dalam	bentuk	penghentian	penggunaan	merek	yang	menyerupai	merek	dagangnya,	

serta	dapat	menuntut	ganti	rugi	atas	kerugian	yang	ditimbulkan.	

Lebih	 lanjut,	 dalam	 putusan	 kasasi	 Nomor	 161	 K/Pdt.Sus-HKI/2023,	

Mahkamah	 Agung	 menguatkan	 putusan	 Pengadilan	 Niaga	 Surabaya	 dengan	

menegaskan	 kembali	 bahwa	 hak	 eksklusif	 atas	 merek	 "PS	 GLOW"	 dan	 "PSTORE	

GLOW"	berada	pada	PT	Pstore	Glow	Bersinar	 Indonesia.	Putusan	 ini	mempertegas	

prinsip	 perlindungan	 hukum	 bagi	 pemegang	 merek	 yang	 sah	 serta	 menegaskan	

bahwa	pihak	yang	menggunakan	merek	 tanpa	hak	dapat	dikenakan	sanksi	hukum	
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sesuai	 dengan	UU	MIG,	 termasuk	 tuntutan	pidana	berdasarkan	Pasal	 100	 ayat	 (2)	

UU	MIG	jika	unsur	kesengajaan	dalam	pelanggaran	merek	dapat	dibuktikan.	

Keseluruhan	 putusan	 ini	 memberikan	 perlindungan	 hukum	 yang	 kuat	 bagi	

pemegang	 hak	 merek	 terdaftar	 dan	 menegaskan	 pentingnya	 pendaftaran	 merek	

dalam	memperoleh	 perlindungan	hukum	di	 Indonesia.	 Selain	 itu,	 putusan	 ini	 juga	

memberikan	 kepastian	 hukum	 bagi	 para	 pelaku	 usaha	 dalam	 melindungi	 merek	

dagang	mereka	dari	penggunaan	yang	tidak	sah	oleh	pihak	lain.	

3.2 Pertimbangan	 Hakim	 Dalam	 	 Putusan	 	Nomor:	
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Sby	 	 Dengan	 Nomor:	
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	Mdn	

Pertimbangan	 hakim	 dalam	 putusan	Nomor:	 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/	 PN.	

Niaga	 Sby	dengan	Nomor:	2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Mdn	 didasarkan	

pada	 prinsip	 hukum	kekayaan	intelektual,	khususnya	mengenai	hak	eksklusif	atas	

merek	 dagang	 yang	 telah	 terdaftar,	 serta	 mempertimbangkan	 asas	 keadilan,	

kepastian	 hukum,	 dan	 perlindungan	 hukum	 bagi	 pemilik	merek.	 Dalam	 kasus	 ini,	

sengketa	 antara	 PS	 GLOW	 dan	 MS	 GLOW	menjadi	 pokok	 permasalahan,	 di	 mana	

masing-masing	 pihak	 mengklaim	 hak	 atas	 penggunaan	 merek	 "GLOW"	 yang	

berpotensi	menimbulkan	kebingungan	di	kalangan	konsumen.	

Dalam	 putusan	 Pengadilan	 Niaga	 Surabaya	 Nomor:	 2/Pdt.Sus.HKI/	

Merek/2022/	 PN.	 Niaga	 Sby,	 hakim	 memberikan	 pertimbangan	 hukum	 dengan	

menelaah	 alat	 bukti	 yang	 diajukan	 oleh	 para	 pihak,	 termasuk	 saksi	 ahli	 dan	

dokumen	 resmi	 yang	 berkaitan	 dengan	 pendaftaran	merek.	 Hakim	mengacu	 pada	

Pasal	 3	 Undang-Undang	 No.	 48	 Tahun	 2009	 tentang	 Kekuasaan	 Kehakiman	 yang	

menegaskan	 bahwa	 dalam	 menjalankan	 tugasnya,	 hakim	 harus	 menjaga	

kemandirian	 dan	 tidak	 terpengaruh	 oleh	 kepentingan	 eksternal.	 Selain	 itu,	

berdasarkan	Pasal	5	Undang-Undang	Kekuasaan	Kehakiman,	hakim	wajib	menggali,	

mengikuti,	dan	memahami	nilai-nilai	hukum	serta	rasa	keadilan	yang	berkembang	

dalam	masyarakat.	

Dalam	 mempertimbangkan	 kasus	 ini,	 hakim	 di	 Pengadilan	 Niaga	 Surabaya	

berfokus	pada	empat	aspek	utama.	Pertama,	hakim	menilai	adanya	persamaan	pada	

pokoknya	antara	merek	PS	GLOW	dan	MS	GLOW,	terutama	dalam	penggunaan	kata	

"GLOW"	 yang	 dapat	 menyebabkan	 kebingungan	 di	 kalangan	 konsumen.	 Kedua,	
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hakim	mempertimbangkan	prinsip	first	to	file	dalam	hukum	merek	Indonesia,	yang	

menyatakan	 bahwa	 pihak	 yang	 pertama	 kali	 mendaftarkan	 merek	 memiliki	 hak	

eksklusif	atas	merek	tersebut.	Dalam	hal	 ini,	merek	PS	GLOW	didaftarkan	oleh	PT.	

PSTORE	 GLOW	 BERSINAR	 INDONESIA,	 yang	 berdasarkan	 aturan	 perundang-	

undangan	berhak	atas	perlindungan	hukum	merek.	Ketiga,	 hakim	menyoroti	 fakta	

bahwa	 MS	 GLOW	 telah	 mendaftarkan	 mereknya	 dalam	 kelas	 32	 untuk	 minuman	

serbuk,	tetapi	dalam	praktiknya	digunakan	untuk	produk	kosmetik.	Hal	ini	dianggap	

sebagai	 bentuk	 penyalahgunaan	 pendaftaran	 merek.	 Keempat,	 hakim	

mempertimbangkan	 dampak	 ekonomi	 dari	 penggunaan	 merek	 yang	 serupa,		

termasuk	 potensi	 kerugian	 yang	 dialami	 oleh	 PT.	 PSTORE	 GLOW	 BERSINAR	

INDONESIA	akibat	persaingan	yang	tidak	sehat.	

Berdasarkan	 pertimbangan	 tersebut,	 Pengadilan	 Niaga	 Surabaya	 dalam	

putusan	Nomor:	2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	Sby	memutuskan	bahwa	PS	

GLOW	memiliki	hak	eksklusif	atas	mereknya	dan	memerintahkan	MS	GLOW	untuk	

menghentikan	segala	aktivitas	komersial	yang	menggunakan	nama	MS	GLOW	serta	

membayar	 ganti	 rugi	 kepada	 pihak	 penggugat.	 Putusan	 ini	 menguatkan	 prinsip	

perlindungan	merek	dalam	hukum	Indonesia	serta	menegaskan	bahwa	pendaftaran	

merek	harus	dilakukan	dengan	itikad	baik	sesuai	dengan	ketentuan	yang	berlaku.	

Sebaliknya,	 dalam	 putusan	 Pengadilan	 Niaga	 Medan	 Nomor:	

2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Mdn,	 hakim	 mengambil	 pendekatan	 yang	

berbeda.	 Dalam	 perkara	 ini,	 hakim	menilai	 bahwa	 PS	 GLOW	memiliki	 persamaan	

pada	 pokoknya	 dengan	 MS	 GLOW	 dan	 bahwa	 pendaftaran	 merek	 PS	 GLOW	

seharusnya	 dibatalkan	 karena	 berpotensi	 melanggar	 hak	 eksklusif	 pemilik	 merek	

MS	 GLOW.	 Hakim	 mempertimbangkan	 bahwa	 MS	 GLOW	 telah	 lebih	 dahulu	

digunakan	 dan	 dikenal	 luas	 oleh	 masyarakat	 sebagai	 merek	 kosmetik,	 sehingga	

keberadaan	 merek	 PS	 GLOW	 dapat	 menimbulkan	 kebingungan	 bagi	 konsumen.	

Dalam	 putusan	 ini,	 hakim	 mengacu	 pada	 prinsip	 first	 to	 file	 namun	 juga	

mempertimbangkan	aspek	penggunaan	merek	dalam	praktik	di	 lapangan.	Putusan	

ini	mengakibatkan	pembatalan	pendaftaran	merek	PS	GLOW	dan	memberikan	hak	

eksklusif	kepada	MS	GLOW.	

Selanjutnya,	dalam	putusan	kasasi	Mahkamah	Agung	Nomor:	 160	K/Pdt.Sus-	



Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	(JIMFH)	
E-ISSN:	2798-8457	
Vol.	8,	No.	2,	(April)	2025	

	
	
		

199	

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		
	

HKI/2023	yang	merupakan	kelanjutan	dari	sengketa	ini,	Mahkamah	Agung	menolak	

permohonan	kasasi	dari	PT.	PSTORE	GLOW	BERSINAR	INDONESIA	dan	menguatkan	

putusan	Pengadilan	Niaga	Medan.	Mahkamah	Agung	menilai	bahwa	tidak	ada	alasan	

hukum	yang	cukup	kuat	untuk	membatalkan	putusan	sebelumnya,	terutama	karena	

persamaan	kata	"GLOW"	dalam	kedua	merek	dapat	menyebabkan	kebingungan	bagi	

konsumen	 dan	 melanggar	 hak	 eksklusif	 MS	 GLOW.	 Dengan	 demikian,	 Mahkamah	

Agung	menegaskan	bahwa	MS	GLOW	memiliki	hak	 lebih	kuat	berdasarkan	prinsip	

first	to	file	dan	penggunaan	merek	dalam	praktik.		

Dari	 perbandingan	 kedua	 putusan	 tersebut,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	

terdapat	 perbedaan	 pendekatan	 dalam	 menilai	 kasus	 sengketa	 merek	 ini.	

Pengadilan	Niaga	 Surabaya	 lebih	menekankan	pada	aspek	pendaftaran	merek	dan	

prinsip	 first	 to	 file,	 sementara	 Pengadilan	 Niaga	 Medan	 serta	 Mahkamah	 Agung	

menyoroti	 aspek	 penggunaan	 merek	 dalam	 praktik	 dan	 potensi	 kebingungan	

konsumen.	Perbedaan	putusan	ini	menunjukkan	bahwa	pertimbangan	hakim	dalam	

sengketa	 merek	 tidak	 hanya	 didasarkan	 pada	 aturan	 tertulis,	 tetapi	 juga	

mempertimbangkan	dampak	faktual	dari	penggunaan	merek	di	masyarakat.	Hal	ini	

mencerminkan	 kompleksitas	 dalam	 penegakan	 hukum	 kekayaan	 intelektual	 di	

Indonesia,	di	mana	hakim	harus	menyeimbangkan	antara	aspek	legal	formal	dengan	

keadilan	substantif	serta	perlindungan	bagi	pelaku	usaha	dan	konsumen.	

	
4. KESIMPULAN	

	
Perlindungan	hukum	pemegang	hak	merek	dalam	 sengketa	merek	didasarkan	

pada	prinsip	 first	 to	 file	 sebagaimana	diatur	 dalam	UU	No.	 20	Tahun	2016	 tentang	

Merek	dan	 Indikasi	Geografis	 (UU	MIG).	Dalam	Putusan	Pengadilan	Niaga	Surabaya	

No.	 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Sby,	 PT	 Pstore	 Glow	 Bersinar	 Indonesia	

(pemilik	merek	"PS	GLOW"	dan	"PSTORE	GLOW")	dinyatakan	memiliki	hak	eksklusif,	

dan	PT	Kosmetika	Cantik	Indonesia	("MS	GLOW")	dianggap	melanggar	Pasal	21	ayat	

(1)	 dan	 Pasal	 83	 ayat	 (1)	 UU	 MIG.	 Sebaliknya,	 Pengadilan	 Niaga	 Medan	 No.	

2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga	 Mdn	memutus	 bahwa	 "PS	 GLOW"	melanggar	

hak	 eksklusif	 "MS	 GLOW"	 dengan	 mempertimbangkan	 penggunaan	 merek	 dan	

potensi	 kebingungan	 konsumen.	 Putusan	 ini	 dikuatkan	 Mahkamah	 Agung	 dalam	

kasasi	 No.	 160	 K/Pdt.Sus-HKI/2023.	 Perbedaan	 putusan	 tersebut	 menunjukkan	
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bahwa	 sengketa	 merek	 tidak	 hanya	 bergantung	 pada	 first	 to	 file,	 tetapi	 juga	

mempertimbangkan	 itikad	 baik,	 penggunaan	 merek,	 dan	 dampaknya	 terhadap	

konsumen.	
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